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ABSTRAK

Penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia menjadi isu utama
dalam kajian hukum kontemporer. Meskipun aset kripto telah diakui sebagai
komoditi yang sah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun
2019 dan digunakan sebagai jaminan oleh beberapa lembaga keuangan modern,
keberadaannya sebagai objek jaminan fidusia masih menimbulkan pertanyaan dari
sisi legalitas maupun kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
jaminan dapat diberikan atas benda bergerak tidak berwujud, termasuk aset digital
seperti mata uang kripto, selama memenuhi persyaratan bernilai ekonomi dan dapat
dialihkan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kesesuaian cryptocurrency
terhadap uang elektronik menimbulkan ketidaksesuaian. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan kesesuaian cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia dalam
perspektif hukum positif Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan Uang
Elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin hukum
dan pendapat ulama. Kerangka teori yang digunakan adalah teori jaminan dan
maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency memenuhi
unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan
dapat dialihkan, namun secara yuridis tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia
karena tidak memenuhi prinsip-prinsip pokok jaminan fidusia, seperti asas
spesialitas, asas publisitas, dan asas kepastian hukum. Aset kripto sulit
diidentifikasi secara spesifik dalam akta fidusia, tidak dapat didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia, serta tidak memiliki bukti kepemilikan formal yang diakui
hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
cryptocurrency juga belum sepenuhnya sesuai karena mengandung unsur
ketidakpastian (gharar) dan fluktuasi nilai yang tinggi. Meskipun hasil Bahtsul
Masail PWNU DIY 2021 membuka ruang kebolehan dengan syarat tertentu,
penggunaan cryptocurrency sebagai jaminan fidusia masih memerlukan regulasi
dan ijtihad kontemporer yang lebih komprehensif agar sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Jaminan; Uang Elektronik.



ABSTRACT

The use of cryptocurrency as an object of fiduciary security has become a central
issue in contemporary legal discourse. Although crypto assets have been
recognized as legitimate commodities in Indonesia under Bappebti Regulation No.
5 of 2019 and are utilized as collateral by several modern financial institutions,
their status as fiduciary security objects remains contentious in terms of legality
and compatibility with the principles of Sharia economic law. Based on Law No.
42 of 1999 concerning Fiduciary Security, fiduciary rights may be established over
intangible movable assets, including digital assets such as cryptocurrency,
provided they possess economic value and are transferable. However, from the
perspective of Sharia economic law, the classification of cryptocurrency as
electronic money raises discrepancies. This study aims to determine the legal
conformity of cryptocurrency as an object of fiduciary security under Indonesian
positive law and to assess its compliance with the concept of electronic money
based on the DSN-MUI Fatwa on Electronic Money.

This research is normative legal research using a juridical-normative and
descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review
of legislation, fatwas, legal doctrines, and scholarly opinions. The theoretical
framework employed consists of the theory of fiduciary security and the concept of
maslahah mursalah.

The findings of this study indicate that although cryptocurrency qualifies as
an intangible movable asset with economic value and transferability, it cannot be
used as an object of fiduciary security under Indonesian law. This is because it fails
to meet fundamental fiduciary principles such as the principle of specificity,
principle of publicity, and legal certainty. Cryptocurrency is difficult to specify
clearly in a notarial deed, cannot be registered with the Fiduciary Registration
Office, and lacks formal legal proof of ownership. From the perspective of Islamic
economic law, cryptocurrency is also not fully compatible due to elements of
uncertainty (gharar) and high price volatility. While the 2021 Bahtsul Masail of
PWNU DIY allows conditional use, the application of cryptocurrency as a fiduciary
guarantee still requires comprehensive regulation and contemporary ijtihad to
align with both Islamic legal principles and national legal standards.

Keyword: Cryptocurrency; Fiduciary Security; Electronic Money.
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MOTTO

“Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan,
Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan,
Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan
Segala harapan kan datang
Yang kita impikan”

(Batas Senja — Kita Usahakan Lagi)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng-
gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tungal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T ta
< Sa’ S es (dengan titik di atas
d Jim J je
d Ha’ Hh ha (dengan titik di
bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 zet (dengan titik di
atas)
J Ra’ R Er
J Za’ Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye




ue Sad SSs es (dengan titik di
bawah)

ol Dad dD de (dengan titik di
bawah)

b Ta’ ta te (dengan titik di
bawah)

b Za’ 7z zet (dengan titik di
bawah

g ‘Ain ¢ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

o Fa’ F Ef

; Oaf Q Qi

d Kaf K Ka

Lam ‘1 ‘el

a Mim ‘m ‘em

O Nun ‘n ‘en

3 Waw w W

° Ha’ H Ha

s Hamzah ) Apostrof

¢ Ya Y Y

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

dadaia Ditulis Muta’addidah
das ditulis ‘iddah
C. Ta‘ Marbiitah di Akhir Kata
“ Ditulis Hibbah
L ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tdak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).



D. Vokal Pendek

o Kasrah ditulis I
el Fathah ditulis A
b Dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + Alif ditulis A
YINIYEN Jahiliyyah
Fathah + Ya Mati ditulis AA
[C Yas’a
Kasrah + Ya Mati ditulis I
ps Karim
Dammah + Wawu Mati | ditulis U
vy p Furad
F. Vokal Rangkap
Fathah + Ya Mati Ditulis Ai
asd Bainakum
Fathah + Wawu Mati | Ditulis Au
Jg QOaul
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
Al ditulis A’antum
e ditulis U’iddat
pli s Ol ditulis La’in syakartum

H. Kata sandang Alif + lam
Bila diikuti huruf Qomariyah

1.

Al
bl

g

ditulis
ditulis

Al-Qur’an
al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyah
¢ Lol ditulis as-samda

add) ditulis asy-syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

gAY 9 ditulis Zawi al-furad
43l Jal ditulis Ahl as-sunnah
Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,
dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapu berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Qurish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan hal teknologi inovasi yang semakin canggih dan
efisien, mata uang digital kini telah menjadi bagian dari produk berjangka
yang bersifat fluktuatif, yang mendorong aktivitas jual beli. Seiring
meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, terjadi pula perubahan
penting di sektor ekonomi, salah satunya dengan munculnya mata uang
digital atau yang dikenal sebagai -cryptocurrency. Cryptocurrency
merupakan aset digital berbentuk mata uang kripto. Dalam hukum di
Indonsia sendiri, aset kripto dianggap sebagai salah satu komoditi yang sah.
Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa
aset kripto adalah komoditi yang bersifat tidak berwujud dan berbentuk
digital, memanfaatkan jaringan peer-to-peer (P2P), kriptografi, serta buku
besar terdistribusi untuk mengelola dan mengamankan transaksi tanpa
keterlibatan pihak ketiga. Aset digital (aset kripto) dapat diciptakan sebagai
suatu jaminan.

Beberapa lembaga keuangan dan platform pinjaman kini menerima
mata uang kripto sebagai agunan pinjaman perusahaan seperti BlockFi,
Celsius Network, dan Nexo. Mereka menawarkan pinjaman yang didukung
oleh agunan mata uang kripto. Selain itu, lembaga keuangan tradisional
seperti Silvergate Bank dan Signature Bank juga telah mulai menawarkan

pinjaman yang didukung oleh agunan mata uang kripto.



Penggunaan mata uang kripto sebagai jaminan memberikan berbagai
keuntungan dibandingkan jaminan tradisional. Jaminan kripto bisa
dipindahkan secara instan tanpa perlu verifikasi atau penilaian fisik,
sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses peminjaman serta
mudah ditransfer antarnegara, yang bermanfaat bagi bisnis dengan aktivitas
internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai
Jaminan Fidusia, dijelaskan pengertian Jaminan Fidusia merupakan hak
jaminan atas suatu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud
serta benda tidak bergerak yang khususnya berupa bangunan yang tidak
dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Kripto
memiliki nilai moneter, seperti halnya hak kekayaan intelektual. Dokumen
kepemilikan kripto dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk
menunjukkan bahwa mata uang digital itu dimiliki oleh pemilik. Jika
kepemilikan hanya dapat diberikan dalam bentuk dokumen dan sertifikat
hanya dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi, jaminan fidusia akan
ditawarkan, karena jaminan fidusia hanyalah kepemilikan barang atau
sertifikat yang dapat digunakan sebagai jaminan, itu berbeda dengan
jaminan gadai di mana barang dan sertifikat diberikan kepada
pegadaian.

Tidak hanya persoalan tentang hukum positif di Indonesia, akan

tetapi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, mata uang kripto



menjadi perdebatan terkait boleh atau tidak dalam pengunaannya. Produk
dari digitalisasi ini yang akan menjadi fokus perhatian dalam perkembangan
industri keuangan syariah selanjutnya. Cholil Nafis menanggapi perihal
fenomena dari mata uang crypto dengan menjelaskan, bahwa tidak menjadi
masalah karena dahulu pada zaman Umar bin Khattab juga mempunyai
inisiatif membuat uang jenis baru dari kulit unta. Dalam penggunaan
transaksi bisnis karena belum diakui negara maka cenderung haram.
Sebagaimana yang dibahas oleh Lugman Nurhisam dalam
penelitiannya, kajian ini mengevaluasi penggunaan Bitcoin sebagai mata
uang dan alat transaksi dengan meninjau aspek legalitas serta hukum Islam,
sekaligus mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan dari
penggunaannya sebagai alat tukar maupun instrumen transaksi. Kemudian
penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi dan Mursal pada
penelitiannya penulis membahas tentang Cryptocurrency sebagai alat
transaksi pembayaran berdasarkan sudut pandang syari’ah dan regulasi.
Penelitian yang akan penulis lakukan meneruskan penelitian
sebelumnya dengan sama-sama membahas penggunaan Cryptocurrency,
akan tetapi yang menjadi fokus penulis terletak pada Cryptocurrency
sebagai jaminan fidusia dalam analisis penerapan Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta menganalisis kesesuaian
cryptocurrency dengan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang
Elektronik berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi



yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimana analisis penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia terhadap cryptocurrency sebagai aset digital?

Bagaimana analisis penerapan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Uang  Elektronik  pada  cryptocurrency  dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis kesesuaian penggunaan cryptocurrency dalam

sistem ekonomi syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip
yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

. Mengkaji  ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik terkait cryptocurrency,
serta implikasinya terhadap regulasi dan praktik ekonomi
syariah di Indonesia.

Menilai aspek legalitas dan kompatibilitas cryptocurrency
sebagai aset atau alat transaksi menurut perspektif hukum

ekonomi syariah.



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam

penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

1)

2)

Menambah  literatur ~ tentang  hubungan  antara
cryptocurrency, hukum ekonomi syariah, dan regulasi
fidusia, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai
status hukum cryptocurrency dalam konteks ekonomi
syariah.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk mengkaji suatu masalah dengan topik yang sama

dengan skripsi ini.

b. Aspek Praktis

1)

2)

Menyediakan wawasan bagi masyarakat muslim dan pelaku
industri keuangan terkait pemanfaatan cryptocurrency yang
sejalan dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek
jaminan fidusia.

Memberikan panduan bagi pemangku kebijakan dan otoritas
terkait, sepertt OJK dan DSN-MUI, dalam merumuskan
regulasi yang relevan dan sesuai syariah untuk

cryptocurrency.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses untuk memperoleh gambaran terkait
penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik, sehingga
terdapat pengulangan penelitian atau duplikasi. Telaah pustaka dalam
penelitian ini dikelompokkan ke dalam satu bagian utama yang membahas
cryptocurrency sebagai objek jaminan, yang melibatkan analisis terhadap
karakteristik cryptocurrency dalam kaitannya dengan prinsip hukum
jaminan, beberapa kajian terkait cryptocurrency sebagai objek jaminan
diteliti oleh; Ade Lukman Firmasyah dan Tajul Arifin, Detiana Vani
Candra, Devika Graciella Gunawan, dan Putri Meilika Nadilatasya, Deny
Akbar Santoso, Ermanto Fahamsyah, dan Firman Floranta Adonara, Krisna
Bhayangkara Yusuf, Gunawan, Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan
Amara Diva Abigail, Krisna dan Waluyo.

Berdasarkan pengelompokan dan pembahasan dalam telaah pustaka
ini, penulis berfokus pada analisis cryptocurrency sebagai objek jaminan
fidusia yang mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia serta kesesuaian cryptocurrency sebagai uang elekronik
berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang
Elektronik dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya
terletak pada penggunaan kerangka hukum ekonomi syariah sebagai
landasan  analisis.  Penelitian  terdahulu  cenderung membahas
cryptocurrency dari perspektif hukum positif atau regulasi umum tanpa

secara mendalam mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh



karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru

dalam kajian hukum ekonomi syariah terkait cryptocurrency.

E. Kerangka Teoritik

1. Jaminan

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia merupakan
hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan. Jaminan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pemberi
fidusia tetap menguasai benda tersebut tetapi hak kepemilikannya
dialihkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.
Sedangkan Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak baik
berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi, perkembangan inovasi
finansial semakin mempermudah individu maupun perusahaan dalam
memperoleh dana pinjaman. Sejalan dengan hal tersebut,
cryptocurrency saat ini telah menjadi salah satu instrumen investasi
modern yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, menjadikannya
bagian dari aset kekayaan. Menurut T.E. Holland, barang atau benda
dapat diartikan sebagai objek hak, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum
dianggap sebagai objek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Selaras dengan pandangan ini, harta kekayaan pada dasarnya merupakan



suatu benda yang memiliki nilai ekonomi dan sering kali dapat dijadikan
jaminan dalam berbagai transaksi hukum.

Cryptocurrency dianggap sebagai benda bergerak tidak
berwujud karena beberapa karakteristik diantaranya karena nilai
ekonomi dan kemampuan dialihkan. Kepemilikan cryptocurrency dapat
dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui penguasaan private key.

Kaitan antara karakteristik cryptocurrency sebagai benda
bergerak tidak berwujud dan teori hukum yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana hukum merespons
perkembangan teknologi dan ekonomi.

. Maslahah al-Mursalah

Secara bahasa, Maslahah berarti sesuatu yang bermanfaat, baik
dari segi pengucapan maupun maknanya. Maslahah berlawanan dengan
mafsadah, yang memiliki arti kerusakan, di mana kerusakan merupakan
kebalikan dari manfaat. Manfaat dalam konteks ini dapat diartikan
sebagai suatu keadaan yang membawa kebaikan, karena sesuatu yang
memberikan kebaikan juga cenderung menghasilkan manfaat. Oleh
karena itu, maslahah dapat dipahami sebagai kondisi atau situasi yang
baik dan mendatangkan manfaat.

Dalam hal ini pandangan mengenai maslahah juga diuraikan
lebih lanjut oleh Abdul Wahab Khalaf, yang memberikan fokus pada
Maslahah al-Mursalah sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak secara

jelas diatur oleh syariat maupun didukung atau ditolak oleh dalil



tertentu. Selain itu, tidak terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan
pengakuan atau penolakan terhadap kemaslahatan tersebut. Maslahah
ini disebut mutlagah karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan
atau membenarkan.

Dalam praktiknya, para ulama ushul menekankan persyaratan
dalam penggunaan Maslahah al-Mursalah. Hal ini bertujuan untuk
menjaga kehati-hatian dalam penggunaan Maslahah al-Mursalah agar
tidak terpengaruh ego semata. Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang
berjudul al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ustl menegaskan 4 syarat sebagai
berikut:

a) Kemashlahatan tersebut tergolong dalam kategori dartiriyyah

(kebutuhan pokok).

b) Kemashlahatan tersebut diyakini secara pasti, bukan kemashlahatan
yang bersifaat dugaan.

c) Kemashlahatan dipandang secara umum, dalam artian tidak
mengarah pada kelompok atau individu tertentu.

d) Kemashlahatan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Teori maslahah dalam kaitannya dengan permasalahan ushul fikih
yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat, menimbang,
dan menganalisas terhadap fenomena cryptocurrency guna mengetahui titik
kemaslahatan dan kedlararannya. Sebagaimana tujuan dari pada teori

tersebut adalah tercapainya maslahah dan menghindari al-darirah.



Dengan mempertimbangkan permasalahan kesesuaian
cryptocurrency terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah analisis
berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
serta kesesuaian cryptocurrency terhadap Fatwa DSN-MUI terkait uang
elektronik, teori Roscoe Pound dan Maslahah al-Mursalah yang digunakan
dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan analitis yang
relevan. Namun, untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif
berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, analisis ini tidak hanya
berlandaskan pada fatwa DSN-MUI saja, tetapi juga mengacu pada
peraturan dan undang-undang yang relevan seperti; Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Pasal 23B
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal
1 dan angka 2, Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 21 ayat 1 Undang—Undang Nomor
7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan yaitu rupiah adalah satu-
satunya alat pembayaran yang sah.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa cryptocurrency
sebagai instrumen keuangan dapat dikaji secara holistik dalam kerangka
hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam konteks hukum ekonomi
syariah maupun hukum positif. Harapannya, teori Jaminan dan Maslahah
al-Mursalah yang digunakan dapat mendukung pemahaman yang
komprehensif dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh

penulis.

10



F. Metode Penelitian
Pada penulisan skripsi dibutuhkan data yang lengkap dan objektif,

maka dari itu dalam penelitian skripsi harus mempunyai metode tertentu.
Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber hukum. Penelitian ini
juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif
karena dalam hal ini permasalahan penulis ialah persoalan kesesuaian
Cryptocurrency dengan prinsip hukum ekonomi syari’ah analisis
terhadap regulasi Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan
fidusia dan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/X1/2017 tentang uang
elektronik. Dimana posisi pokok permasalahan Cryptocurrency antara
Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa
DSN-MUI  No.116/DSN-MUI/XI/2017 = tentang wuang elektronik
merupakan kajian hukum kepustakaan yang dalam artian masuk
kategori kajian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data,
karena di dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data
diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan

istilah bahan hukum.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara objektif dari
data-data yang dikaji.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif
yang bertujuan menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum
yang secara spesifik membahas kesesuaian Cryptocurrency dengan
prinsip hukum ekonomi syari’ah analisis terhadap regulasi Undang-
undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN-
MUI No.116/DSN-MUI/X1/2017 tentang uang elektronik.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga (3) jenis,
yaitu:
a) Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh
penulis dari sumber pertama sebagai informasi yang dicari. Data
primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.
b) Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang digunakan sebagai

penunjang dalam memperjelas data primer. Data sekunder dalam
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penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu: Bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
¢) Data Tersier
Data Tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk dan
penjelasan data primer dan data sekunder seperti kamus hukum,
ensiklopedia, dan dokumen lainya yang dirasa penting terkait judul
penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini,
guna memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat
bahan-bahan hukum dengan secara sistematis.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan
dengan permasalahan = penelitian, kemudian dianalisis dengan
pendekatan yang telah ditentukan. Disamping itu logika atau silogisme
yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.
Deduktif adalah untuk memperoleh mengumpulkan data umum
kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah mengumpulkan data

khusus untuk memperoleh kesimpulan umum. Adapun secara
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sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan
pustaka.
b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka
khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi
ini maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan
dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab
yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai
pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas teori Jaminan dan
Maslahah al-Mursalah dimana penulis mencoba untuk menguraikan secara
rinci dan sistematis mengenai teori yang dijadikan pisau analisis ini, penulis
mendalami terhadap regulasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia serta beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan
dalam menganalisis permasalahan terhadap cryptocurrency sebagai aset

digital.
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Bab ketiga, berisi gambaran umum dan hasil analisis data yang
diperoleh dari sumber-sumber literatur, regulasi, dan fatwa yang relevan.
Pada bagian ini, penulis menjabarkan mengenai cryptocurrency serta
mendalami regulasi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang
Uang Elektronik. Pembahasan dilakukan secara rinci dan sistematis untuk
mendekatkan analisis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab keempat, penulis mencoba untuk menjabarkan lebih terperinci
hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam konsep ini
penulis mencoba untuk menganalisis dengan pisau analisis teori yang
digunakan oleh penulis. Hal ini tetap dalam koridor kesesuaian
cryptocurrency sebagai jaminan fidusia serta menganalisis kesesuaian
cryptocurrency terhadap Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik terhadap
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian
atau hasil dari rangkuman rumusan masalah serta hal yang didapatkan
selama penelitian. Kemudian saran yang akan ditulis oleh peneliti sebagai

rujukan perbaikan untuk masa yang akan datang.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Analisis penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia terhadap cryptocurrency sebagai aset digital dapat
disimpulkan bahwa cryptocurrency memiliki karakteristik sebagai aset
digital tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai
ekonomi. Namun, secara yuridis, cryptocurrency belum dapat
sepenuhnya dijadikan objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi
prinsip-prinsip pokok seperti asas spesialitas, asas publisitas, dan asas
kepastian hukum. Ketiadaan mekanisme pendaftaran di Kantor Fidusia
serta sulitnya pembuktian kepemilikan secara formal menyebabkan
ketidaksesuaian aset kripto dengan sistem hukum jaminan kebendaan di
Indonesia. Oleh karena itu, meskipun cryptocurrency berpotensi secara
ekonomi penggunaannya sebagai objek jaminan sebaiknya dibatasi
hanya sebagai agunan tambahan, dengan tetap mempertimbangkan
perlindungan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait seperti
Bappebti dan OJK.cryptocurrency

Analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
tentang Uang Elektronik terhadap cryptocurrency menyimpulkan
bahwa, cryptocurrency dapat dibolehkan sebagai objek muamalah
apabila memenuhi beberapa unsur : unsur manfaat nyata (muntafa’ bih),
dapat diserahterimakan (Maqgdiir ‘ala taslimih), serta diketahui jenis dan

sifatnya (Ma ‘lum lil- ‘agidain). Meskipun Fatwa DSN-MUI No.
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116/DSN-MUV/IX/2017  belum  secara  spesifik = mengatur
cryptocurrency, hasil Bahtsul Masail PWNU DIY menunjukkan adanya
ruang kebolehan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar atau
komoditas, selama tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan atau
perjudian. Namun demikian, dari sudut pandang hukum positif
Indonesia dan hukum Islam, status cryptocurrency sebagai alat
pembayaran masih belum sah dan tidak memenuhi standar
kemaslahatan secara utuh, terutama karena fluktuasi nilai yang tinggi,
ketiadaan underlying asset, dan tidak adanya dukungan formal dari

otoritas keuangan negara.

B. Saran

Dalam penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk memperluas
kajian terhadap implementasi praktis penggunaan cryptocurrency sebagai
objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan, baik di lembaga
keuangan konvensional maupun syariah. Penelitian ini penting untuk
mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum dapat diterapkan dalam
praktik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pihak,
terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.
Peneliti dapat mengkaji lebih dalam tentang mekanisme hukum yang
diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak
kedua belah pihak dalam transaksi yang melibatkan cryptocurrency sebagai

objek jaminan fidusia.
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Pengembangan kriteria yang jelas dan konkret untuk menentukan
aset kripto yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting dalam
penelitian selanjutnya. Peneliti dapat fokus pada identifikasi unsur-unsur
kripto yang dapat diterima dalam ekonomi syariah, seperti: kepastian
kepemilikan, manfaat nyata, dan bebas dari unsur spekulatif atau gharar.
Hal ini akan memberikan panduan yang lebih tepat bagi masyarakat Islam
dalam bertransaksi dengan cryptocurrency, serta membantu lembaga
keagamaan seperti DSN-MUI dalam merumuskan fatwa yang lebih terarah

dan aplikatif sesuai perkembangan teknologi finansial.
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